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ABSTRACT

The Community Health Center is a health service facility that carries out public health efforts and
individual first-level health efforts, by prioritizing promoting and preventive efforts, to achieve the
highest level of public health in its working area. Yet, this time most of the programs in community
health centre is just However, this time, most of existing community health centre programs should be
promotive and preventive, but in reality the activities carried out by community health center on a
daily basis remain curative and rehabilitative. Promotive and preventive programs that have been well
designed in the community health centre often do not run well based on the previous aim. This
research was conducted in April 2018, by using a qualitative method with a phenomenological
approach, data collection is done by using interview guidelines, observation, and document study
through deep interviews. Based on the research conducted, it was found that the Ministry of Health
Rules No. 75 of 2014 has not yet been applied to the Community Health Center to the maximum in
the Bukittinggi City Health Center. This is caused by some factors, several obstacles includes
facilities and infrastructure, human resources and funding. It is expected that the Government's
attention to the existing problems in order to create quality services to achieve the highest level of
health.
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ABSTRAK

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Namun saat ini, sebagian besar
program Puskesmas yang ada selayaknya bersifat promotif dan preventif, tetapi pada kenyataannya
kegiatan yang dijalankan Puskesmas sehari-hari tetap bersifat kuratif dan rehabilitatif. Program-
program promotif dan preventif yang telah dirancang dengan baik di Puskesmas seringkali tidak
berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan April tahun 2018,
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumen melalui wawancara
mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa belum teraplikasikan
Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat secara maksimal di
Puskesmas Se-Kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor kendala diantaranya sarana dan
prasarana, sumber daya manusia dan pendanaan. Diharapkan adanya perhatian Pemerintah terhadap
permasalahan yang ada agar menciptakan pelayanan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya.

Kata Kunci: Puskesmas, Promotif, Preventif
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PENDAHULUAN

Kesehatan atau hidup sehat adalah hak
setiap orang. Oleh karena itu, kesehatan baik
individu, kelompok maupun  masyarakat
merupakan aset yang harus dijaga, dilindungi,
bahkan harus ditingkatkan (Notoatmodjo, 2007,
Sudarma, 2009 dikutip dari jurnal Harjati, 2012
: 1). Sedangkan menurut (WHO 1947 dikutip
dari jurnal Harjati, 2012 : 1), kesehatan adalah
keadaan sempurna baik fisik, mental, sosial,
bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan
kelemahan saja. Sedangkan menurut Undang-
Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009,
kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara
fisik, mental, spritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini
juga sejalan dengan (A. D. Dolfman 1973 dan

Balog 1978 dikutip dari jurnal Evely
Borwbovitch, dkk 2002 175) yang
mempelajari akar konsep kesehatan

menyebutkan kesehatan adalah keadaan dan
kondisi menjadi sehat atau lebih tepatnya,
kesehatan tidak hanya terkait dengan fungsi
fisiologis, tapi dengan mental dan kesehatan
moral, serta juga meliputi keselamatan spiritual.

Salah satu penyelenggara pelayanan
kesehatan, pusat kesehatan masyarakat menjadi
ujung tombak pembangunan kesehatan di
Indonesia adalah Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) di Indonesia mulai dikembangkan
sejak dicanangkannya Pembangunan Jangka
Panjang (PJP) yang pertama tahun 1971.
Didahului dengan beberapa proyek rintisan
Puskesmas di beberapa Provinsi. Pemerintah
mengembangkan Puskesmas dengan tujuan
untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat yang sebagian terbesar masih
tinggal didaerah pedesaan. (A.A. Gde
Muninjaya, 2004 : 128).

Puskesmas merupakan organisasi
fungsional yang menyelenggarakan upaya
kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu,
merata, dapat diterima dan terjangkau oleh
masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat
dan menggunakan hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan
biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan
masyarakat.  Upaya  kesehatan  tersebut
diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada
pelayanan untuk masyarakat luas guna
mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa
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mengabaikan ~ mutu  pelayanan  kepada
perorangan. (Budiarto, 2015 dikutip dari jurnal
Kiki Miranty Sareong, dkk 2013 : 3). Dari
uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
puskesmas merupakan sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan dan berperan
penting untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Oleh karena itu, penyedia jasa
layanan kesehatan seperti puskesmas dituntut
untuk memberikan kualitas pelayanan yang
baik. (Rizgiana Adawiyah, 2015 : 1).

Sedangkan  berdasarkan  Permenkes
Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat Pasal 1 ayat (2)
dikatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat
yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat
dan upaya kesehatan perorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
di wilayah kerjanya.

Oleh karena itu sudah seharusnya
Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan
primer mengedepankan program-program yang
bersifat promotif dan preventif untuk mencapai
tujuan tersebut sebagaimana amanat Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat diatas agar dapat
meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya demi melindungi segenap bangsa
Indonesia serta Hak Asasi Manusia dalam
bidang kesehatan.

Namun saat ini, sebagian besar program
Puskesmas yang ada selayaknya bersifat
promotif ~ dan  preventif, tetapi pada
kenyataannya  kegiatan yang dijalankan
Puskesmas sehari-hari tetap bersifat kuratif dan
rehabilitatif. Program-program promotif dan
preventif yang telah dirancang dengan baik di
Puskesmas seringkali tidak berjalan sesuai
dengan tujuan awalnya. Beberapa kendala
seperti keterbatasan dana dan hasil yang
diperoleh dari kegiatan promotif dan preventif
dalam  meningkatkan  kualitas  kesehatan
seringkali muncul menjadi penghambat sulitnya
program-program tersebut untuk dijalankan
dengan baik. (Marlatul Fadillah, 2012 : 157).
Jika ini terus berjalan seperti ini maka akan
berdampak besar terhadap cita-cita bangsa
Indonesia dalam pembangunan jangka panjang
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di bidang kesehatan, serta dampak lainnya yang
justru akan berujung terhadap perekonomian
Indonesia yang akan menimbulkan biaya besar
jika menurunnya derajat kesehatan.

Jika  dibandingkan  dengan  sistem
kesehatan diluar negeri, dimana program
kesehatan yang bersifat promotif dan

preventifnya berjalan dengan baik, derajat
kesehatan masyarakatnya pun lebih baik dari
pada negara-negara yang program kesehatannya
lebih bersifat kuratif dan rehabilitatif. Oleh
karena itu, sudah saatnya bagi Puskesmas di
Indonesia untuk lebih mengedepankan program-
program kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif sehingga tujuan program kesehatan di
Indonesia dapat tercapai dengan baik. (Marlatul
Fadillah, 2012 : 157).

Dari data yang dihimpun Pusat Data Dan
Informasi Kemenkes RI dan Profil Kesehatan
Indonesia tahun 2016 (P 170) sebanyak
3.198.411 kasus Diare (1,2%) dibandingkan
dengan jumlah penduduk tercatat 258.704.986
jiwa. Selain itu, data Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Barat pada tahun 2016 (P : 16), juga
mencatat 1.801.235 kasus dari 10 penyakit
terbanyak  (34,2%) dibandingkan  jumlah
penduduk sebesar 5.259.528 jiwa. Serta Data

Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi jumlah
kunjungan  pada  Pelayanan  Kesehatan
Puskesmas tahun 2016 adalah 133.248
kunjungan  dibandingkan dengan jumlah

penduduk sebesar 124.741 jiwa serta 28.464
kasus dari 10 penyakit terbanyak (22,8%) (P :
38). Berdasarkan data diatas, sering upaya
pelayanan kesehatan promotif dan preventif
cenderung terabaikan akibat jumlah kunjungan
masyarakat yang relatif cukup tinggi terhadap
fasilitas kesehatan Puskesmas, sehingga petugas
lebih cenderung dalam upaya pelayanan
kesehatan kuratif saja.

Berpijak dari realita diatas, maka Penulis
tertarik dalam mengkaji dan melakukan
penelitian untuk mendapatkan informasi, data
dan menyimpulkan bagaimana Pelaksanaan
Program Kerja Puskesmas. Maka dari itu
Penulis  memilih  judul tesis  “Analisis
Pelaksanaan ~ Program  Kerja  Puskesmas
Berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota
Bukittinggi Tahun 2017”.
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif
dengan pendekatan fenomenologi yaitu suatu
metode yang dapat digunakan  untuk
mempelajari pengalaman seseorang terhadap
suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian
kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh
teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang
ditemukan pada saat penelitian dilapangan.
Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan
data yang mendalam dan suatu data yang
mengandung makna. Pada penelitian kualitatif
tidak menekankan generalisasi tetapi lebih
menekankan pada makna (Sugiyono, 2012).

Data dikumpulkan melalui informan yang
dipilih secara Purposive Sampling (dipilih
dengan pertimbangan dan tujuan tertentu) serta
observasi langsung terhadap seluruh Puskesmas
di Kota Bukittinggi. Sumber data dalam
penelitian ini tidak mementingkan jumlah akan
tetapi berdasarkan azas kecukupan informasi,
bagaimana mendapatkan informasi yang akurat
mengenai  implementasi  Program  Kerja
Puskesmas berdasarkan Permenkes Nomor 75
Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kota Bukittinggi tahun 2017.

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14
Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus
2018 di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan
Puskesmas Se-Kota Bukittinggi. Data sekunder
penelitian bersumber dari catatan, buku dan
laporan Puskesmas di Kota Bukittinggi. Untuk
mendapatkan data guna mendukung penelitian
ini maka metode pengumpulan data dilakukan

dengan teknik sebagai berikut
Observasi/pengamatan; wawancara;
dokumentasi.

Pada kegiatan ini instrumen penelitian
adalah  peneliti  sendiri dimana peneliti

melakukan pengamatan lansung kelapangan
dalam melakukan pengumpulan data melalui
pedoman wawancara mendalam  dengan
menggunakan alat bantu player/tape recorder.
Instrumen  lainnya adalah  menggunakan
pedoman observasi dan penelusuran dokumen
yang terkait dengan masalah penelitian. Analisis
data adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
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memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang
lain (Sugiyono 2012, P : 89).

HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Informan
Infoman pada penelitian ini terdiri

dari Pimpinan Dinas Kesehatan Kota
Bukittinggi dan Pimpinan Puskesmas Se-
Kota Bukittinggi. Adapun karakteristik
informan pada penelitian ini adalah sebagai
berikut :

Tabel 1. Karakteristik Informan
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Proses analisis data dari setiap tema
yang ditemukan, dijelaskan dan diuraikan
setiap tema baik kata kunci dan kategori

dengan beberapa Kkutipan pertanyaan
informan sebagai berikut :
1. Input

a. Bagaimana mengenai kebijakan

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
Tentang Pusat kesehatan
Masyarakat?

Tabel 2. Matrik Hasil Wawancara
Mengenai  Kebijakan  Permenkes
Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat

(Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan
Pemerintah Daerah, Dana, Sarana dan
Prasarana, serta Sumber Daya Manusia),
Proses (Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
Tantang Pusat Kesehatan Masyarakat),
Output (Ketercapaian Permenkes Nomor 75
Tahun 2014 Tantang Pusat Kesehatan
Masyarakat di  Puskesmas  Se-Kota
Bukittinggi).

No Kode Keterangan kesehatan Masyarakat
Informan Obser Wawan Analisis
1. Informan  Pimpinan Dinas Topik vasi cara Triangu
1(IF1) Kesehatan Kota lasi
Bukittinggi Kebi Pimpi Permenkes Permenkes
2. Informan  Pimpinan Puskesmas jakan nan Nomor 75 Nomor 75
2 (IF2) Guguk Panjang Dinas Tahun Tahun
3. Informan  Pimpinan Puskesmas Keseha 2014 2014
3(IF3) Mandiangin Tan Kota Tentang Tentang
4. Informan  Pimpinan Puskesmas Bukitting Pusat Pusat
4 (IF4) Nilam Sari gi dan Kesehatan Kesehatan
5. Informan  Pimpinan Puskesmas Pimpi Masyara Masyara
5 (IF5) Rasimah Ahmad nan kat kat
6. Informan  Pimpinan Puskesmas Puskes merupaka  merupa
6 (IF6) Tigo Baleh mas Se nstandar/  kan
7. Informan  Pimpinan Puskesmas Kota acuan bagi merupa
7 (IF7) Gulai Bancah Bukitting Puskesmas kan acuan
8. Informan  Pimpinan Puskesmas gi dalam bagi
8 (IF8) Plus Mandiangin melaksana Puskesmas
kan upaya dalam
B. Tema pelayanan  melaksana
Tema pada penelitian ini diperoleh kesehatan  kan upaya
melalui wawancara mendalam dengan terhadap pelayanan
Informan. Dari hasil analisa data, peneliti masyara kesehatan
mendapatkan 3  klaster tema yang kat
menjelaskan permasalahan peneliti. Klaster
tema yang diperoleh tentang, Input Bagaimana ketersediaan dana dalam

implementasi pelaksanaan program kerja
Puskesmas?

Dapat disimpulkan bahwa 3
informan mengatakan untuk pendanaan
masih belum memadai untuk menunjang
upaya pelayanan kesehatan dana yang
turun terkadang sedikit terlambat serta
kurang memadainya yang berdampak
terhadap susahnya dalam pengembangan
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Puskesmas.

Sedangkan
mengatakan untuk pendanaan sampai
sejauh ini tidak ada kendala.

c. Bagaimana ketersediaan sumber
manusia dalam implementasi pelaksanaan

program kerja Puskesmas?

Tabel 3 Matrik Hasil Wawancara Mengenai
Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dalam
Implementasi Pelaksanaan Program Kerja

informan

daya

Jurnal Human Care

Kesehatan Masyarakat. Akan tetapi
belum semaksimal mungkin berjalan
sesuai standar vyang di tetapkan

Permenkes tersebut. Hal ini dikarenakan
oleh berbagai faktor kendala dalam
rangka menjalankan program-program
yang sudah ditetapkan. Kendala-kendala
tersebut  diantaranya sarana  dan
prasarana yang belum memadai, sumber
daya manusia yang masih kurang, serta

Puskesmas kesadaran dan partisipasi masyarakat
_ Obser Wawan A_nalisis terhadap upaya kesehatan yang berikan.
Topik vasi cara Triangula
Si 3. Output
Sum Sumber  Sumber Sumber Output yang diharapkan dari
ber Da Daya Daya Daya Implementasi Permenkes Nomor 75
ya Manusia manusia manusia Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Manu  banyak  kami masih Masyarakat Di Puskesmas Se-Kota
sia yang masih kurang Bukittinggi agar upaya Promotif dan
merang  kurang memadai Preventif dapat terlaksana dan berjalan
kap tugas sehingga  untuk dengan baik sesuai amanat Permenkes
dalam memberda pelayanan tersebut.
Pelaya yakan apa Upaya
nan yang ada.  Kesehatan Tabel 4. Matrik Hasil Wawancara Mengenai
adminis  Sehingga  Perora Output Implementasi Permenkes Nomor 75
trasi, masih ngan Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Upaya belum (UKP) Masyarakat Di  Puskesmas  Se-Kota
Keseha  maksimal  maupun Bukittinggi
tan dalam Upaya Topik Doku Wawan Analisis
Perora pelayanan  Kesehatan men cara Triangulasi
ngan di akibat Masyara Output  Laporan  Pelaksana Pelaksa
dalam banyak K tzmjannzn g?ogram B?ggram
gg(rj]ung ?/:r?ggkap (UKM) pgnilgian kerja kerja bglum
kinerja belum tercapai
Upaya tugas Puskes tercapai secara
Keseha mas secara maksimal
tan menun maksimal  sesuai apa
Masyara jukkan sesuai apa yang diharap
kat di pelaksa yang kan dalam
luar naan diharap Upaya
gedung Upaya kan Kesehatan
Keseha Masyara
tan kat (UKM
2. Proses . Masyarak rnaéﬁun :
Implementasi Permenkes Nomor at dan Upaya
75 Tahun 2014 Tantang Pusat Kesehatan Upaya Kesehatan
Masyarakat Di Puskesmas Se-Kota Keseha Perora
Bukittinggi  Tahun  2017.  Dapat tan Perora ngan (UKP)
disimpulkan bahwa seluruh informan ngan di Puskesmas
mengatakan bahwa Pelaksanaan kinerja Se-Kota
Puskesmas mengacu kepada Permenkes Bukit
Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat tinggt
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PEMBAHASAN
Input

A

1.

Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah
telah menetapkan kebijakan terkait
Pusat Kesehatan Masyarakat, dimana
kebijakan ini menjadi acuan dan
standar dalam upaya pelayanan
terhadap masyarakat. Walapun
Pemerintah sudah berupaya dalam
pembuatan kebijakan agar amanat dari
kebijakan tersebut dapat dijalankan
agar dapat memberikan pelayanan yang
bermutu kepada masyarakat demi
meningkat derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.

Peneliti berasumsi, pembuatan
kebijakan kesehatan merupakan
langkah yang tepat diambil oleh
Pemerintah, sehingga menjadi acuan
bagi petugas untuk melakukan upaya
kesehatan yang sesuai standar. Namun
tidak hanya terlepas dari pembuatan
kebijakan saja, perlu suatu kebijakan
tersebut harus dievaluasi secara berkala
agar amanat dari kebijakan tersebut
apakah sudah tepat sasaran atau tidak.
Selain itu, juga harus dipertimbangkan
dari kesiapan kondisi Instansi yang
menjalankan  kebijakan  tersebut.
Rasanya kebijakan yang dibuat
Pemerintah tidak akan berjalan sesuai
dengan apa yang kita inginkan jika
tidak ada dukungan dari Pemerintah itu
sendiri.

Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan, didapatkan bahwa
sarana dan prasarana merupakan
fasilitas yang sangat penting dalam
rangka mendukung program-program
yang akan dijalankan Puskesmas.
Tanpa adanya sarana dan prasarana
yang memadai, maka sangat mustahil
rasanya pelayanan tersebut akan
berjalan dengan baik. Sarana dan
prasarana juga menjadi motivasi bagi
para petugas dalam melakukan rutinitas
pekerjaan yang diembannya, sehingga

Jurnal Human Care
ini  perlu khusus dari
Pemerintah.

Menurut Permenkes Nomor 75
Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat menerangkan Fasilitas atau
prasarana pelayanan kesehatan adalah
suatu tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.

Peneliti berasumsi, salah satu
indikator  keberhasilan  pelayanan
kesehatan di  Puskesmas adalah
memadainya sarana dan prasarana.
Perhatian Pemerintah dalam
penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai  sesuai dengan  standar
sangatlah dibutuhkan. Pada saat ini,
sarana dan prasarana di Puskesmas
masih kurang dari kata memenuhi
standar, disamping itu desakan akan
memberikan pelayanan yang bermutu
terus dilakukan. Rasanya ini mustahil
tercapai  apabila  sarana  dalam
pelayanan saja tidak terpenuhi. Padahal
Puskesmas adalah pelayanan kesehatan
strata pertama yang menjadi ujung
tombak dari pembangunan kesehatan.

perhatian

Seharusnya ini  menjadi perhatian
khusus bagi semua kalangan.
Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan, didapatkan bahwa
sumber daya manusia (SDM) dari
masing-masing  Puskesmas  masih
kurang memadai sesuai dengan standar
dari Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Sedangkan  program-program  yang
dijalankan cukuplah banyak. Hal ini
akan berdampak terhadap kinerja dari
setiap petugas yang ada.

Peneliti berasumsi bahwa setiap
pelayanan kesehatan perlu sumber daya
menusia yang memadai baik dari segi
jenis manupun jumlahnya. Untuk saat
ini, sumber daya manusia di setiap
Puskesmas masih kurang memadai
sesuai dengan standar yang ditetapkan,
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baik dari segi jenis maupun jumlah.
Hal ini tentu berdampak kepada
kualitas pelayanan dan Kketercapaian

dari masing-masing program. Selain itu  B.

program-program  yang dijalankan
cukuplah banyak baik dari upaya
kesehatan masyarakat maupun upaya
kesehatan perorangan serta tugas-tugas
administrasi lainnya. Mengingat
dengan jumlah sumber daya manusia
yang terbatas sehingga banyak petugas
yang rangkap tugas. Ini juga perlu
menjadi perhatian bagi Pemerintah
dalam upaya penyedia sumber daya
manusia yang berkualitas agar target
dan sasaran program yang sudah

direncanakan  dapat teraplikasikan
dengan baik.
Pendanaan

Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan, didapatkan bahwa
untuk  pendanaan masih  kurang

memadai. Pendanaan juga merupakan
indikator keberhasilan dari program
pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat. Proses pelayanan akan
berjalan sesuai standar jika di dukung
oleh pendanaan yang cukup.

Peneliti berasumsi,
merupakan faktor dominan yang
menentukan keberhasilan dari
program-program Yyang direncanakan.
Tanpa adanya pendanaan  yang
memadai, maka ketercapaian program
tersebut akan susah untuk dicapai. Pada
saat ini setiap Puskesmas didukung
olen dana APBD, BOK, dan JKN,

dana

namun jumlahnya juga terbatas.
Kendala yang dihadapi dari segi
pendanaan adalah  aspek  untuk

perlengkapan sarana dan prasarana baik
itu sarana fisik maunpun sarana non

fisik serta alat kesehatan. Hal ini tentu .

perlu perhatian dari Pemerintah untuk
alokasi dana tersebut terutama di
bidang kesehatan. Jika ini sudah
terlaksana tentu saja Implementasi dari
Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
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dapat teraplikasikan sesuai dengan
harapan.

Proses

Implementasi Permenkes Nomor 75

Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat Di Puskesmas Se-Kota
Bukittinggi

Berdasarkan wawancara yang peneliti
lakukan, di dapatkan bahwa setiap
Puskesmas sudah mengaplikasikan

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat tersebut yaitu
melakukan upaya promotif dan preventif,
namun upaya ini belum berjalan dengan
sempurna  berdasarkan amanat yang
terkandung dalam Permenkes tersebut.
Peneliti berasumsi Permenkes Nomor
75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat merupakan kebijakan yang
tepat yang diambil Pemerintah untuk
standar dan acuan bagi Puskesmas dalam
melakukan  upaya  kesehatan.  Pada
kenyataannya, implementasi dari
Permenkes tersebut belum berjalan seperti
apa yang kita harapkan. Berbagai kendala
penghambat dalam Implementasi dari
Permenkes tersebut, diantaranya dari segi
sarana dan prasarana, sumber daya
manusia, pendanaan, kualitas pelayanan
serta kesadaran masyarakat terhadap
kesehatan. Walaupun dari segi program
yang terkandung dari amanat Permenkes
tersebut sudah cukup bagus, namun jika
tidak di dukung dari fasilitas-fasilitas
pendukung maka tidak akan berjalan seperti
apa yang kita harapkan. Berbagai pihak
yang terkait perlu rasanya memperhatikan
kondisi seperti ini agar pelayanan pada

Puskesmas bisa lebih bermutu untuk
terwujudnya derajat  kesehatan yang
setinggi-tingginya.

Output

Ketercapaian Pelaksanaan Proker

Berdasarkan Permenkes No 75 Tahun
2014  Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat

Berdasarkan wawancara, disimpulkan
bahwa  pelaksanaan  program  kerja
berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun
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2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Di Puskesmas Se-Kota Bukittinggi belum
tercapai secara maksimal. Berbagai faktor
penghambat dalam ketercapaian program
kerja berdasarkan Permenkes Nomor 75
Tahun 2014 tersebut, baik dari segi internal
maupun eksternal. Semua penghambat
tersebut perlu perhatian serius dari berbagai
kalangan terkait.

Peneliti  berasumsi, implementasi
program kerja berdasarkan Permenkes
Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Se-
Kota Bukittinggi sejauh ini belum tercapai
secara maksimal. Banyak faktor kendala
yang ditemukan diantaranya sarana dan
prasarana,  sumber  daya  manusia,
pendanaan, kualitas pelayanan, serta
kesadaran masyarakat akan hidup sehat.
Dari berbagai kendala tersebut poin utama
yang harus menjadi prioritas diperhatikan
adalah sarana dan prasarana dan sumber
daya manusia. Dimana tugas dan fungsi
Puskesmas adalah melaksanakan 2 upaya
yaitu upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan dengan segala
program-program yang terkandung
didalamnya. Hal ini akan berdampak
kepada kualitas pelayanan dan capaian
program  dimana  petugas  terpaksa
mendahulukan upaya pelayanan perorangan
di Puskesmas serta ada beberapa yang
rangkap tugas untuk kegiatan administrasi
juga, sehingga terkendala untuk melakukan
upaya kesehatan masyarakat. Padahal
amanat Permenkes tersebut secara jelas dan
tegas menyatakan bahwa Puskesmas harus
mengutamakan  upaya promotif dan
preventif. Selain itu, dari segi sarana dan
prasarana baik itu sarana fisik, maupun
sarana penunjang untuk  mendukung
program-program yang akan dilakukan
belum memadai sesuai standar Permenkes
tersebut. Untuk itu perlu perhatian khusus
bagi Pemerintah dalam  penyelesaian
berbagai masalah tersebut. Selain dari
Puskesmas sebagai ujung tombak dalam
peningkatan  derajat  kesehatan, juga
mewujudkan pelayanan kesehatan yang
bermutu sebagaimana yang diharapkan.
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SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan tentang pelaksanaan program
kerja berdasarkan Permenkes Nomor 75
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat ~di  Puskesmas  Se-Kota
Bukittinggi maka dapat disimpulkan
Input:  Kebijakan ~ Pemerintah  atas
Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas
Se-Kota Bukittinggi merupakan acuan bagi
puskesmas agar upaya Promotif dan
Preventif dapat terlaksana dan berjalan
dengan baik. Dalam mendukung upaya
pelayanan yang mengutamakan upaya
Promotif dan Preventif sesuai amanat
Permenkes tersebut. Ketersediaan sarana
dan prasarana yang masih kurang memadai
dimana dari segi jenis sudah mencukupi
namun jumlah yang masih kurang. Selain
itu sumber daya manusia yang menjalankan
Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat berdasarkan amanat
Permenkes tersebut masih belum memadai.
Hal lain yang menjadi kendala adalah dari
pendanaan yang masih belum memadai
dalam pengembangan Puskesmas juga
menjadi hal penting yang harus di
perhatikan. Proses : Permenkes Nomor 75
Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat dengan secara jelas dan tegas
mengatakan bahwasanya  Puskesmas
merupakan fasilitas kesehatan tingkat
pertama yang lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif. Namun dalam
implementasinya belum berjalan sesuai
dengan amanat Permenkes tersebut
dikarenakan  beberapa kendala yang
menjadi penghambat dalam melaksanakan
upaya kesehatan. Output Pencapaian
pelaksanaan program kerja Puskesmas
berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun
2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
masih belum sempurna tercapai. Hal ini
dikarena  beberapa  faktor  kendala
diantaranya sarana dan prasarana yang
masih  belum memadai, sumber daya
manusia yang belum mencukupi serta
pendanaan yang masih belum memadai
dalam pengembangan Puskesmas.
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